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ABSTRAK

Refi Malinda, NIM: 2011051, Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor
44/DSN-MUI/V111/2004 Terhadap akad ijarah multijasa dalam pembiayaan
pernikahan (studi kasus di KSPPS BMT AL-Fath IKMI Pamulang Tangerang
Selatan).

Faktor penyebab masyarakat yang belum siap menikah dikarenakan
biaya pernikahan yang terlalu mahal karena pernikahan dianggap sebagai
moment berharga dalam hidup sehingga pernikahan ini ingin diadakan secara
mewah dan meriah. Bahkan demi melaksanakan pernikahan yang diinginkan
masyarakat memilih untuk melakukan pembiayaan pernikahan di lembaga
keuangan syariah. Dengan adanya pembiayaan pernikahan menggunakan
akad ijarah multijasa membantu mereka yang ingin menikah namun
kekurangan dana. Tetapi terjadi perbedaan pendapat menurut Ibnu Mas’ud dan
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang pembiayaan pernikahan
ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad ijarah
multijasa di KSPPS BMT Al-Fath Ikmi Pamulang dan Kesesuaian praktiknya
pada fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VV11/2004 terhadap akad ijarah
multijasa dalam pembiayaan pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian kualtitatif berupa studi kasus (case study) dengan pendekatan
normatif. Dengan sumber data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan
observasi terpusat kepada pihak manager dan karyawan lembaga BMT. Serta
mengacu pada peraturan peraturan fatwa DSN-MUI Nomor 44/ DSN-
MUI/V111/2004 terhadap akad ijarah multijasa.

Hasil penelitian yaitu bahwa (1). praktik yang digunakan oleh pihak
lembaga yaitu menggunakan akad ijarah dimana pihak BMT yang menjadi
penyedia jasa bagi nasabah yang membutuhkan dan pihak BMT yang akan
melakukan transaksi sewa menyewa dengan yang menyewakan barang karena
nasabah tidak diberikan uang tunai oleh pihak BMT dan pihak BMT yang
mewakilkan nasabah untuk membayar uang sewa tersebut. (2). Praktik yang
diterapkan oleh pihak lembaga BMT sudah sesuai dengan fawa DSN-MUI
Nomor 44/DSN-MUI/V111/2004.

Kata Kunci: ljarah Multijasa, Pernikahan, Dan Fatwa DSN-MUI
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ABSTRACT

Refi Malinda, NIM: 2011051, Review of DSN-MUI Fatwa Number
44/DSN-MUI/V111/2004 on multiservice ijarah contracts in wedding financing
(case study at KSPPS BMT AL-FATH IKMI Pamulang South Tangerang).

The factor that causes people who are not ready to get married is that
the cost of marriage is too expensive because marriage is considered a
precious moment in life so that this marriage wants to be held luxuriously
and festively. Even in order to carry out the desired marriage, the community
chooses to conduct wedding financing at Islamic financial institutions. With
the existence of wedding financing using a multijasa ijarah contract, it helps
those who want to get married but lack funds. However, there is a difference
of opinion according to Ibn Mas'ud and Shaykh Muhammad bin Shalih Al-
Uthaimin regarding this wedding financing.

This study aims to determine the practice of multijasa ijarah contracts
at KSPPS BMT Al-Fath Ikmi Pamulang and the suitability of its practices in
DSN-MUI fatwa Number 44/DSN-MUI/V11/2004 on multijasa ijarah
contracts in wedding financing. This research uses qualitative research in the
form of a case study with a normative approach. With the source of research
data obtained from the results of interviews and observations centered on the
managers and employees of BMT institutions. As well as referring to the
regulations of the DSN-MUI fatwa No. 44 / DSN-MUI / VIII / 2004 on
multijasa ijarah contracts.

The results of the study are that (1). the practice used by the institution
IS to use an ijarah contract where the BMT is a service provider for customers
in need and the BMT will conduct lease transactions with those who rent goods
because the customer is not given cash by the BMT and the BMT represents
the customer to pay the rent. (2). The practice applied by the BMT institution
is in accordance with the fawa DSN-MUI Number 44/DSN-MUI/V111/2004.

Keywords: ljarah Multijasa, Marriage and DSN-MUI Fatwa.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang mengesahkan
hubungan sosial dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki
dan seorang perempuan selain Mahram. Pernikahan juga sebagai
Sunatullah menjadikan kehidupan semakin lengkap, indah, bernilai dan
mulia®.

Akad nikah merupakan wujud Sunatullah (ketetapan Tuhan) dan
merupakan realisasi ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan, Nabi sangat
menganjurkan umatnya untuk menikah. Dalam Islam, suatu pernikahan
dilangsungkan untuk membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari sakinah,

mawaddah dan Rahmah, sebagaimana dalam Q.S Ar-Ram [30] 21:
i% Ed _ zE - )/, /// Kt ..,)/' =1 z ,/ 2 /.',/ A ,// ’/v \
35 853 S0 Sy el Sl Ll Sl o2 S 5L Bl 55

~ g ~_ P A SPITE]
P I \Y C‘/UJ .4
QI “;a—d/w/ 22 3

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa
kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Kandungan ayat Al-Quran di atas dalam konteks Indonesia tertuang
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan

Yang Maha Esa. dan lebih lengkapnya pada pasal 3 kompilasi Hukum

! Beni Ahmad Saebani, “Figih Munakahat” (Bandung; Pustaka setia , 2001), h.9.

1



Islam, khususnya bahwa perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan
kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.?

Menurut Sudarsono, bahwa pernikahan perlu adanya suatu
walimah, yaitu perayaan yang menyertai adanya pernikahan untuk
terjadinya akad nikah antara kedua mempelai kepada masyarakat. Walimah
itu penting karena dengan prinsip pokok pernikahan dalam Islam yang
harus diresmikan sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat.®
Namun dalam kenyataanya masyarakat mengartikan pernikahan sebagai
kesempatan untuk merayakan cinta dan kebersamaan dengan orang-orang
terdekat, menilai sebagai moment yang berarti dalam hidup, maka dari itu
tidak tanggung tanggung bila pernikahan ini diadakan secara meriah dan
mewah terlebih moment berharga dalam hidup. Namun ada juga yang
mungkin melihat sebagai acara yang terlalu mewah dan berlebihan,
terutama jika menyebabkan tekanan keuangan yang berat bagi pasangan
yang menikah.

Berdasarkan hal tersebut salah satu faktor penyebab masyarakat belum
siap menikah dikarenakan biaya perayaan atau pesta pernikahan terlalu
mahal. Hal ini dilaporkan dalam Badan Usaha Statistic (BPS) melalui
laporan pembiayaan pernikahan bertajuk statistik. Masyarakat Indonesia
pada tahun 2021 memaparkan, presentase masyarakat yang belum menikah
selama sepuluh tahun terakhir tercatat sebanyak 61,09%. Salah satu faktor
memilih untuk belum menikah dikarenakan biaya pernikahan yang terlalu

mahal.*

2 Bajuri “Penggunaan Mahar Sebagai Sumber Pembiayaan Walimah Al-Ursy Di
Kota Palangkaraya” Skripsi Program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam
Negri Palangka Raya.

3 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992,) hal. 118.

4 “presentase pemuda yang tidak ingin menikah” https://goodstats.id/article/bps-
persentase-pemuda-yang-tak-ingin-cepat-menikah-naik-tiap-tahunnya-wsPcJ (di akses pada
tanggal 29 Febuari 2024 Jam 20:20 WIB.)
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Hal ini terjadi di masyarakat yaitu suatu pernikahan biasanya diikuti
dengan rangkaian acara yang mengharuskan mengeluarkan biaya cukup
banyak. Karena diaggap sebagai moment besar antara kedua keluarga
mempelai. Oleh sebab itu banyak keluarga rela menghabiskan dana cukup
besar untuk biaya pernikahan.®

Dalam Islam, Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum®, yang
di dalamnya terdapat hukum dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun
dan syarat yang menentukan suatu pekerjaan atau tindakan, termasuk sah
atau tidaknya. Dalam konteks pernikahan umat Islam, rukun dan syarat-
syaratnya tidak boleh tertinggal, yang akan membuat pernikahan menjadi
tidak sah jika keduanya tidak lengkap. Dan ketentuan hukum pernikahan
dalam ajaran agama Islam telah dibahas secara rinci mulai dari memilih
pasangan sampai dengan masalah walimah (pesta) pernikahan .’

Dalam pernikahan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila
dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada sebuah pesta atau
perayaan pernikahan. Rasa malu yang berlebihan ketika melihat pesta atau
perayaan seseorang yang besar-besaran sehingga timbul rasa ingin
mengadakan pesta atau perayaan pernikahan yang seperti itu. Bila diadakan
tanpa sebuah perayaan atau pesta akan menimbulkan konsekuensi
tersendiri dalam kehidupan masyarakat, sehingga untuk mengadakan

pernikahan masyarakat memilih untuk merayakan rasa syukur atas

5 “Ambil pinjaman KTA untuk menikah” Ruang mom (di akses pada tanggal 21
Febuari 2024 Jam 07:15 WIB) https://www.ruangmom.com/pinjaman-kta-untuk-
menikah.html

® Frans Maramis “Pengantar llmu Hukum” ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet.
ke-2,2014), h. 128

" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Figh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59.
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pernikahan, dan berbagi kebahagian kepada masyarakat lainnya dengan
acara besar besaran.®
Sebuah perayaan pernikahan dalam Islam lebih ditekankan pada

kesederhanaan, yang dianjurkan oleh agama Islam dalam melaksanakan
sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah memaksakan
dan memberatkan umatnya dalam melaksanakan sebuah ibadah. Jadi, tidak
pernah dalam sebuah hukum menimbulkan suatu masyaqgah atau
mudharat bagi umat manusia. Karena hal itu bertentangan dengan
kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syari’at.®

Permasalahan yang timbul dari sikap orang yang belum siap menikah
karena mempunyai strata ekonomi menengah ke bawah dan akhirnrya
memilih untuk belum menikah. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat
memilih untuk berhutang untuk mencapai target pernikahan yang
diinginkan. Dan masyarakat ini memilih akan berhutang kepada kerabat
bahkan demi melaksanakan pernikahan, masyarakat berhutang di Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) bahkan ke toko penjualan sembako makanan
untuk perlengkapan dalam acara pernikahan tersebut.°

Terdapat dua pandangan berbeda tentang meminjam untuk
pernikahan. Pendapat pertama yaitu menurut Ibnu Mas’ud yang
berlandaskan janji Allah:” carilah kecukupan dalam nikah. Jika engkau

ingin cukup, ingin kaya, maka menikahlah maka Allah akan memberikan

8 Heri Susanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembiayaan resepsi pernikahan
dengan cara hutang Di Desa Sempu Kecamatan Ngabel Kabupaten Ponorogo” SKripsi,
Program Studi akhwal Syakhsiyah. STAIN Ponorogo.

% Purnandi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan
(Walimatul Ursy) Di desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang” Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negri Walisongo.

10 Heri Susanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembiayaan resepsi pernikahan
dengan cara hutang Di Desa Sempu Kecamatan Ngabel Kabupaten Ponorogo” Program Studi
akhwal Syakhsiyah. STAIN Ponorogo.



pertolongan. kepada orang yang ingin menikah untuk menjaga
kehormatannya” .1* dan berlandaskan pada QS An-Nur [24] 32:
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“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara
kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba
sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah
akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah
Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui ”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa janji Allah itu benar: Jika mereka
miskin, Allah yang akan membuat mereka mendapatkan karunianya. Maka
janganlah takut untuk menikah karena Allah sudah memberikan janji
kepada umatnya. Untuk mempertegas janji Allah terhadap orang yang

menikah ini dalam sabdanya:
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“Al-Husain bin Huraits telah mengabarkan kepada kamu, dia

berkata: Al-Fadlil bin Musa telah menceritakan kepada kami: Dari Al-
Husain bin Zaid, dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, dia berkata:

11 Abdul Hafid “Hukum Hutang Piutang sebagai Modal Nikah: studi di kelurahan
Pota, Sambi Rampas, Nusa Tenggara Timur” 2023 Jurnal Hukum dan pranata sosial Institut
Agama Islam Sunan Giri Ponorogo.

12 Ahmad Bin Syu’aib Bin Ali Al-Nasai, Kitab Sunan An-Nasai No 3218 (Mesir; Ali
Al-Nisai, Alamiyyah,2016), h.1093.



Abu bakar, dan Umar pernah melamar Fatimah, Lalu Rasullah
Shallallahu’Alaihi Wasallam Menjawab: Ada tiga orang yang berhak
mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, yaitu orang yang berjihad
di jalan Allah, orang yang menikah karena menghendaki kesucian, dan
budak mukatab yang bertekad melunasi kebebasannya” (HR. An-Nasaa i)

Hadist di atas dapat dipahami bahwa Jadilah pasangan suami istri
yang akan merasakan pertolongan Allah tersebut. Orang yang telah
menikah  mendapat  beberapa kelebihan  sebagai  hasil dari
penyempurnaannya terhadap agama, yaitu ia memiliki apa yang otomatis
tidak dimiliki oleh orang yang masih bujang, yaitu istri dan anak. Tidak
heran, akan melihat lancarnya rezeki kawan atau saudara yang telah
menikah, apalagi setelah mereka mendapatkan anak. Maka jangan
menjadikan alasan belum menikah karena ekonomi sebab Allah lah maha
pemberi rezeki.'?

Meski diperbolehkan dalam berhutung untuk menikah, tetapi jika
seseorang tidak mampu melunasinya, maka hukum berhutang menikah
menjadi makruh.* Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-
Utsaimin menerangkan bahwa tidak layak orang yang menikah
menyusahkan diri dengan mencari utang. Diantaranya alasan sabda Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam, yaitu “.*®siapa yang tidak mampu menikah,
hendaklah ia berpuasa bukan mencari hutang untuk menikah dan
berlandaskan Firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nur [24] 33:

B8 “Menunda menikah karena belum mapan (Di akses pada tanggal 5 Maret 2024
Jam 12:43) https://alukhuwah.com/2020/02/10/menunda-nikah-karena-belum-mapan/

14 «Hukum berhutang untuk menikah dengan alasan menghindari zina” (di akses
pada tanggal 24 Febuari Jam 11:29 WIB) https://islamga.info/amp/id/answers/83869

15 Abdul Hafid “Hukum Hutang Piutang sebagai Modal Nikah: studi di kelurahan
Pota, Sambi Rampas, Nusa Tenggara Timur” 2023 Jurnal Hukum dan pranata sosial Institut
Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. Vol 1 No.2.
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“ Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga
kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka
dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki
menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian
dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.
Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya
kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk
melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena
kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang
memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. .

Berdasarkan ayat di atas dapat dicermati dalam ayat tidaklah

disebutkan, sampai Allah mencukupi mereka dengan berbagai wasilah.
Namun dalam ayat disebutkan ‘hingga Allah memampukan mereka dengan
karunia-Nya’. Ini menunjukkan menikah itu ketika sudah memiliki

kemampuan (ghina).'® Dalam hadis menjelaskan bahwa:
wu; =25 d‘"’\" de....c\? e d\\.ﬂ.\p e b sae s
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18 “Bolehkah hutang untuk menikah” (Di akses pada tanggal 5 Maret 2024 Jam 12:57
WIB) https://rumaysho.com/10388-bolehkah-utang-untuk-menikah.html .
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“ Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami: Ayahku
menceritakan kepada kami: Al-A 'masy menceritakan kepada kami, beliau
berkata: Ibrahim menceritakan kepadaku, dari ‘Algamah, beliau berkata:
Aku pernah bersama ‘Abdullah. Kemudian beliau berjumpa dengan
‘Utsman di Mina. ‘Utsman berkata \Wahai para pemuda, barangsiapa yang
memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan
pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum
mampu, maka berpuasalah karena puasa itu adalah pengekang
syahwatnya yang menggelora.” (HR. Al- Bukhari no. 5065)

Berdasarkan hadist di atas dapat dipahami ada masalah mencari
utangan itu membuat orang semakin hina dan seakan-akan ia menjadi
budak pada orang yang beri utangan. Alasan itulah yang membuat Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam menyarankan tidak mencari utang.'®

Selain solusi berhutang kepada kerabat, tidak sedikit masyarakat
berhutang kepada bank atau lembaga keuangan non bank. Salah satunya
ialah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). KSPPS
merupakan koperasi yang kegiatan uasahanya hanya simpan pinjam dan
pembiayaan syariah dan usahanya bergerak dibidang pembiayaan,
investasi, dan simpanan sesuai dengan prinsip syariah yang kegiatannya
dilakukan dengan menghimpun dana dan menyalurkan melalui jasa

keuangan syariah dan untuk anggota koperasi dan calon anggota koperasi.*®

17 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Kitab An-Nikah NO 5065
(Mesir; Addarul Alamiyah, 2016), h.1293.

18 «“Bolehkah hutang untuk menikah” (di akses pada tanggal 5 maret 2024 Jam 13;15
WIB) https://rumaysho.com/10388-bolehkah-utang-untuk-menikah.html

19 Heri Sudarsono, Bank dan lembaga keuangan Syariah (Yogyakarta; Ekonisia,
2004), h.84.
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Salah satu yang digunakan oleh Koperasi simpan pinjam dan
pembiayaan syariah (KSPPS) adalah akad ijarah, akad ijarah ini memiliki
arti pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam
waktu tertentu melalui pembayara sewa/upah, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah
tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya berpindah hak gunanya saja
dari yang menyewakan pada penyewa..?°

Dalam hal ini perbankan mengabulkan permintaan dari Lembaga
keuangan Syariah (LKS) untuk menyediakan akad ijarah multijasa.
Multijasa terdiri dari dua yakni multi yang berarti banyak dan bermacam-
macam dan jasa berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang
lain atau bisa disebut bermanfaat.?l Multijasa sendiri, yaitu suatu
pembiayaan dimana pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan
kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa?

Menurut Syahdeini multijasa dapat juga dikatakan layanan serta
fasilitas yang bersifat konsumtif yang tidak bertolak belakang, seperti
halnya biasa yang digunakan dalam bentuk jasa. Dan menurut
Wangsawidjaja ijarah multijasa adalah suatu proses transaksi sewa
menyewa suatu barang atau jasa antara yang memiliki objek yang akan
disewakan termasuk juga hak pakai atas objek yang telah disewakan.?

Akad yang terjadi dalam pembiayaan multijasa adalah ijarah al-

musta jir (penyewa menyewakan kembali jasa yang telah ia sewa).

20 Direktori putusan MA Republik Indonesia Peraturan dan perundang-undangan “
Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan ijarah “ (diakses pada
tanggal 20 Febuari 2024 Jam 09:58 WIB)
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail.html.

2L Abdul rohman ghazaly, figih muamalah, (Jakarta: kencana premedia group,2010),

h.284

22 Achmad farid. Pembiayaan ijarah multijasa pada jasa keuangan di KSU Syariah
usaha mulya probolinggo, jurnal igtisaduna Vol.6 No.2 oktober 2015.77.

23 |katan bankir Indonesia, menguasai fungsi kepatuhan bank, (Jakarta:PT Gramedia
Pustaka utama,2015),h.70
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Dikatakan demikian karena anggota (pihak pertama) menjadi penyewa
untuk pemberi sewa (pihak kedua) atau disini adalah pihak KSPPS, di
waktu yang sama pihak KSPPS (pihak kedua) menjadi penyewa pihak
ketiga. Maka akad yang ada pada transaksi tersebut adalah akad ijarah ‘ala
ijarah.?* Karena penyewa menyewakan Kembali barang atau jasa yang ia
sewa.

Menurut Sa’id bin Musayyab, 1bnu Sirin, Ikrimah, dan Abu Salamah
Bin Abdurrahman, An-Nakh’i Ats-Tsauri, Syafi,’i dan Abu Hanifah,
hukum menyewakan Kembali barang atau jasa yang disewa adalah boleh ,
ulama-ulama tersebut mengiyaskan sewa menyewa dengan jual beli,
dimana pembeli boleh menjual Kembali barang yang di belinya, hal- hal
yang diperbolehkan juga dalam sewa menyewa karena hakikat sewa
menyewa adalah jual beli manfaat.?®

Sedangkan menurut Ahmad aplikasi akad ijarah ala’ ijarah adalah
tidak boleh karena objek sewa kepada penyewa sehingga penyewa tidak
dibolehkan untuk menyewakan kembali amanah atau jasa tersebut kepada
pihak ketiga yaitu anggota.®

Menurut Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VI1/2004 tentang
pembiayaan akad multi jasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa
keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan
multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada LKS kepada nasabah
dalam memperoleh manfaat atau jasa, Fatwa DSN No0.44/DSN-
MUI/VII/2004 menjelaskan ketentuan umum sebagai berikut (a)
pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad

2 Erwandi Tarmizi, Harta haram muamalat kontemporer cetakan ke 15

(Bogor,berkat Mulia Insani,2017),h.449

2 Abdullah bin Musa Al-Imar 4! ijarah ‘ala Al-ljarah wa Tathbiquha Al- Muashir

(Mamkalah Al-Arabiyah As-su’udiyah).h.17.

2 Abdullah bin Musa Al-Imar ,4/ ijarah ‘ala Al-ljarah wa Tathbiquha Al- Muashir

(Mamkalah Al-Arabiyah As-su’udiyah),h.35.
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ijarah atau kafalah; (b) dalam hal ini Lembaga keuangan Syariah (LKS)
menggunakan ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuannya yang ada
di fatwa ijarah; (c) dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
menggunakan kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan kafalah; (d)
dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) dapat memperoleh sebuah imbalan jasa (ujrah) atau (fee): (e.) besar
ujrah dan fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk
nominal bukan dalam bentuk persentase.?’ Akad ijarah multijasa
mengakomodir pembiayaan yang tidak bisa dilakukan oleh akad
pembiayaan mudharabah maupun ijarah. Sehingga lebih bersifat pada sewa
yang fleksibel.

Sejak dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Tahun 2004 banyak Lembaga
keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad ini untuk produk pembiayaan,
salah satunya adalah KSPPS BMT AL-FATH IKMI yang menyediakan
pelayanan yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dengan
pembiayaan yang ada di lembaga yang disediakan oleh KSPPS BMT AL-
FATH IKMI adalah pembiayaan akad ijarah multijasa.?® Dana akad ijarah
multijasa yang ada ada di KSPPS BMT AL-FATH IKMI merupakan solusi
pembiayaan untuk membantu kebutuhan untuk masyarakat yang
membutuhkan dana.

KSPPS BMT AL-FATH IKMI salah satau Lembaga keuangan
Syariah (LKS) yang menyediakan sebuah pembiayaan ijarah multijasa
Selama hampir 28 tahun telah beroperasi, KSPPS BMT AL-FATH IKMI

termasuk salah satu yang memiliki asset simpanan yang cukup besar total

27 Direktori putusan MA Republik Indonesia peraturan dan perundang-undangan
“Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VI1/2004, tentang pembiayaan multi jasa (diakses pada
tanggal 20 Febuari Jam 10:32 WIB)

28 KSPPS BMT AL-FATH IkMI (di akses pada tanggal 05 Juli 2024 jam 14:13 WIB
) https://bmtalfath.com/v3/
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per april 2024 sebesar Rp.59.948.453.000,00 . KSPPS BMT AL FATH
banyak sekali mendapatkan penghargaan salah satunya pada tahun 2010
KSPPS BMT AL-FATH IKMI mendapatkan penghargaan dari bupati
Tangerang sebagai koperasi simpan pinjam berprestasi. Selain
mendapatkan penghargaan koperasi terbaik KSPSS BMT AL-FATH IKMI
juga pernah mendapatkan piagam penghargaan juara ke dua sebagai
koperasi berprestasi tingkat kota Tangerang Selatan. 2°

Dalam mekanismenya pembiayaan ijarah multijasa ini salah satunya
diharuskan menyewakan jasanya dengan asumsi manfaat atas jasa yang
diperoleh nasabah dari penyedia jasa dengan pendanaan dari fasilitas ijarah
yang di sediakan oleh pihak KSPPS BMT AL-FATH IKMI. berdasarkan
Fatwa DSN MUI, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan
berdasarkan ijarah untuk transaksi multijasa hukumnya boleh dengan
mengunakan akad ijarah atau kafalah. Dalam bentuk LKS menggunakan
akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa
akad ijarah dan apabila menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti
semua ketentuana fatwa kafalah, dalam kedua pembiayaan multijasa
tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee, dan dalam
menentukan ujrah atau fee dalam bentuk nominal bukan presentase.*

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang masalah tersebut yang berjudul “TINJAUAN FATWA
DSN NOMOR 44/DSN-MUI/V111/2004 TERHADAP AKAD IJARAH
MULTIJASA DALAM PEMBIAYAAN PERNIKAHAN (studi kasus
KPSS BMT AL-FATH IKMI Tangerang Selatan).

2% BMT AL-FATH IKMI syarat pembiayaan ijarah  multijasa.
https://bmtalfath.com/v3/ Diakses pada tanggal 11 Juni 2024 jam 18:14 WIB.

%0 Direktori putusan MA Republik Indonesia peraturan dan perundang-undangan
“Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/V11/2004, tentang p3embiayaan multi jasa.
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B. Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang masalah

maka penulis membagi jadi beberapa macam untuk mudah dipahim

yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis identifikasikan

masalah masalah sebagai berikut:

a.

Praktik akad ijarah multijasa dalam pembiayaan pernikahan Di
KSPPS BMT AL-FATH IKMI Tangerang selatan

Kesesuaian prakrik akad ijarah multijasa dalam pembiayaan
pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI sesuai dengan
Fatwa DSN NOMOR .44/DSN-MUI/V111/2004.

Analisa prosedur BMT dengan nasabah dalam menetapkan nilau
ujrah atau fee pada pembiayaan pernikahan.

Analisis jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan
pernikahan di KSPPS BMT Al-Fath Ikmi Pamulang.

Analisis faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya

pembiayaan pernikahan

2. Pembatasan Masalah

Dari masalah yang telah diindentifikasikan maka diperlukan

pembatasan masalah yang akan diteliti, hal ini dilakukan untuk tidak

terjadi kekeliruan pemahaman atas objek masalah yang terlalu luas,

maka penulis akan membatasi masalah dalam penelitian ini pada

praktik akad ljarah multijasa dalam pembiayaan pernikahan di
KSPPS BMT Al-Fath Ikmi Pamulang Tangerang Selatan dengan
kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII1/2004

terhadap akad ijarah multijasa.
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3. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang
kemudian di identifikasi dan diberi pembatasan masalah, maka
rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bagaimana praktik akad ijarah multijasa dalam pembiayaan
pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI?

b. Bagaimana kesesuain praktik akad ijarah multijasa dalam
pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI
dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII1/2004
Tentang akad ljarah Multijasa?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang
telah dibuat, agar bisa didapatkan jawaban yang jelas atas pertanyaan-
pertanyaan dalam masalah yang telah di rumuskan. Sehingga tujuan
penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui praktik akad ijarah multijasa dalam pembiayaan
pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI
2. Untuk memgetahui kesesuaian praktik akad ijarah multijasa dalam
pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI dengan
Fatwa DSN-MUI Nomor.44/DSN-MUI/VI11/2004 Tentang akad

Ijarah Multijasa.

D. Manfaat Penelitian
Selain peneltian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan
masalah, serta memiliki manfaat teoritis dan praktis, yaitu sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis

Berikut adalah beberapa manfaat teoritis yaitu sebagai berikut:
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a. Memberikan panduan hukum Islam terkait pembiayaan
pernikahan. Hal ini membantu umat Islam untuk memahami
secara jelas apakah pembiayaan pernikahan sudah sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Fatwa ini membantu dalam mengatur transaksi keuangan yang
terkait dalam pernikahan. Dengan adanya pedoman fatwa
Masyarakat bisa melakukan pembiayaan pernikahan dengan
cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

c. Dengan adanya fatwa ini masyarakat dapat memanfaatkan
pembiayaan pernikahan sebagai sarana untuk pemerdayaan
ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Berikut adalah beberapa manfaat praktis yaitu:

a. Memberikan pedoman praktis kepada masyarakat mengenai cara
melakukan pembiayaan pernikahan yang sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah.

b. Fatwa ini juga dapat berperan untuk meningkatkan literasi
keuangan masyarakat terkait pembiayaan pernikahan ini.

c. Memberikan sebuah informasi mengenai salah satu produk
perbankan syariah serta bisa menjadi refrensi guna penelitian

sejenisnya diwaktu yang sama.

E. Kajian Pustaka
Dalam melaksanakan penlitian ini penulis telah melihat beberapa
hasil penelitian yang berupa skripsi, jurnal yang mendukung terhadap

penelitian ini yaitu:

1. | Nama dan Identitas | Rina Rosalina “Analisis Pembiayaan Walimatul

Skripsi ‘Ursy dengan Akad [jarah Multijasa pada Produk
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Multijasa iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Banjarmasin™ Skripsi , Jurusan
Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam. 2020.31

Metode Penelitian

jenis penelitian lapangan (field research) dan

menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan
data-data diperoleh melalui dokumentasi dan
wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan

metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian

hasil pengamatan Rina Rosalina terhadap
kegiatan ekonomi yang semakin kompleks
seiring dengan berkembangnya kebutuhan
ekonomi masyarakat di masa modern, saat ini
sudah banyak perbankan syariah yang bisa
melayani pemenuhan kebutuhan konsumtif
masyarakat seperti kebutuhan untuk resepsi
pernikahan/walimatul ’ursy menggunakan akad
ijarah multijasa salah satunya yaitu PT. Bank
BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin
menyediakan kebutuhan konsumtif untuk biaya
walimatul ‘ursy pada produk Multijasa iB
Hasanah. Dalam mekanismenya, produk
Multijasa iB Hasanah berpedoman pada Fatwa
DSN MUl NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004

2020

31 Rina Rosalina ““Analisis Pembiayaan Walimatul ‘Ursy dengan Akad Ijarah
Multijasa pada Produk Multijasa iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang
Banjarmasin” Skripsi , Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
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Tentang Pembiayaan Multijasa disebutkan
bahwa pembiayaan multijasa dapat diaplikasikan
menggunakan dua akad, yaitu akad ijarah atau
kafalah. Sehingga Ketika menggunakan akad
ijarah maka. Dalam penelitian ini disimpulkan
bahwa mekanisme pembiayaan walimatul‘ursy
menggunakan akad ijarah multijasa kurang
sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-
MUI/VI11/2004. Hal tersebut dikarenakan ada
beberapa ketentuan dalam Fatwa DSN MUI
yang tidak diikuti olen PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Banjarmasin. Pertama, objek
pada pembiayaan walimatul ‘ursy tidak jelas.

Kedua, BNI Syariah tidak memenuhi kewajiban
sebagai penyedia barang dan jasa. Ketiga,
ketidaktepatan dalam penggunaan akad ijarah
multijasa dalam pembiayaan walimatul ‘ursy,
lebih tepatnya pembiayaan walimatul ‘ursy ini

ialah menggunakan akad wakalah.?

Persamaan

perbedaan

dan

Persamaan dengan penulis yaitu membahas
tentang pembiayaan pernikahan menggunakan
akad ijarah multijasa.

Sedangkan perbedaanya yaitu penulis mejadikan
panduan ketentuan fatwa DSN-MUI
No0.44/DSN-MUI/VI111/2008  terhadap akad

32 Rina Rosalina ““Analisis Pembiayaan Walimatul ‘Ursy dengan Akad Ijarah
Multijasa pada Produk Multijasa iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang
Banjarmasin” Skripsi , Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2020
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ijarah multijasa, sedangkan peneliti sebelumnya
lebih spesifik membahas pembiayaan walimatul

ursy dalam produk multijasa.

2 | Nama dan ldentitas | Rizky Adjie Setiawan “penerapan akad ijarah
Skripsi multijasa dalam pembiayaan pendidikan di baitul
mal watanwil di Indonesia (studi kasus pada
BMT Al-Munawarah cabang pamulang) skripsi
program studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas syariah dan Hukum UIN syarif
Hidayatullah 2020.%3

Metode penelitian | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

dengan menggunakan Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan penelitian
normatif empiris yaitu oenggabungan antara
pendekatan hukum normatif dengan adanya
penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris

melalui metode wawancara.

Hasil Penelitian Rizky ~ Adjie  menyimpulkan  kesesuaian
implementasi ijarah multijasa di  bidang
pendidikan pada BMT Al-Munawarah Cabang
Pamulang dengan Fatwa Dewan Syariah
Nasional No.44 DSN-MUI/VII/2004 tentang
ljarah Multijasa yang menjelaskan bahwa
penggunaa akad ijarah dan kafalah dalam

menyalurkan pembiayaan ijarah multijasa adalah

3 Rizky Adjie Setiawan “penerapan akad ijarah multijasa dalam pembiayaan
pendidikan di baitul mal watanwil di Indonesia (studi kasus pada BMT Al-Munawarah cabang
pamulang) skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah dan Hukum UIN
syarif Hidayatullah 2020
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telah sesuai dan tepat. Akan tetapi jika dalam
implemtasinya BMT Al-Munawarah
menggunakan akad ijarah yang di ikuti dengan
akad wakalah sebagai akad tambahan adalah
tidak tepat, dikarenakan objek akad ijarah adalah
sewa jasa namun pada aplikasinya BMT Al-
Munawarah yang di pakai adalah uang. Hal ini
tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN.
Dimana uang  dikembangbiakkan  yang
mengandung unsur riba, penggunaaan akad
ijarah ini hanya rekayasa untuk lembaga

keuangan syariah memperoleh keuntungan.3*

Persamaan dan

perbedaan

Persamaan dengan penulis yaitu, penggunaan
terhadap akad ijarah multijasa.

Sedangkan perbedaan yaitu, studi kasus yang
berbeda dan dalam konteks pembiayaan, peneliti
terdahulu menggunakan pembiayaan
Pendidikan, sedangkan penulis menggunakan
pembiayaan pernikahan.

3. | Nama dan ldentitas

Skripsi

Ummi mahmudah “praktek pembiayaan akad
multi guna terhadap biaya resepsi pernikahan
dalam akad ijarah (studi kasus di bank syariah
mandiri kcp balaraja) skripsi program studi

hukum ekonomi syariah fakultas syariah

3 Rizky Adjie Setiawan “penerapan akad ijarah multijasa dalam pembiayaan
pendidikan di baitul mal watanwil di Indonesia (studi kasus pada BMT Al-Munawarah cabang
pamulang) skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah dan Hukum UIN

syarif Hidayatullah 2020
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universitas islam negri sultan hasanuddin

banten.%®

Metode penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah : Peneliti menggunakan jenis penelitian
kualitatif. Adapun langkah-langkah peneliti yang
ditempuh adalah penelitian langsung turun
lapangan, pengumpulan data, penentuan sumber
data, serta pengolahan data. Adapun teknik
pengumpulan data adalah studi kasus, yaitu
Wawancara dengan pihak BSM KCP Balaraja,

Observasi, Dokumentasi.

Hasil Penelitian hasil penelitian ini: 1. Praktek akad ijarah pada
produk pembiayaan multiguna pernikahan di
BSM KCP Balaraja ini digunakan untuk para
nasabah yang membutuhkan barang atau
peralatan untuk acara pernikahan. Dan pada
prakteknya akad ijarah yang seharusnya pihak
bank memiliki dan memberikan barang atau
objek ijarah yang dibutuhkan nasabah, namun
pihak bank dalam pembiayaan ini tidak memiliki
objek ijarah yang akan disewakan kepada
nasabah, akan tetapi nasabahlah yang mencari
objek ijarah sesuai dengan yang dibutuhkan.
Pihak bank hanya akan melakukan pencairan

dana kepada nasabah yang kemudian disalurkan

% Ummi mahmudah “praktek pembiayaan akad multi guna terhadap biaya resepsi
pernikahan dalam akad ijarah (studi kasus di bank syariah mandiri kcp balaraja) skripsi
program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah universitas islam negri sultan
hasanuddin banten



21

ke rekening atas nama nasabah tersebut. 2.
Menurut Hukum Islam terhadap praktek
pembiayaan multiguna pernikahn dalam akad
ijjarah itu belum sesuai. karena dalam
pelaksanaanya belum memenuhi rukun dan
syarat yang ditentukan sesuai Fatwa DSN-MUI
No0.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan

ijarah.%

Persamaan dan

Perbedaan

Persamaan dengan penulis yaitu, membahas
tentang fatwa DSN-MUI No 44/DSN-
MUI/VI111/2004 dalam pembiayaan pernikahan
dan metode penelitian yang menggunakan
metode kualitatif.

Perbedaan dengan penulis yaitu, peneliti
sebelumnya menggunakan akad multiguna dan
focus terhadap aspek perayaan pernikahan,
sedangkan penulis menggunakan akad ijarah
multijasa dan pembiayaan pernikahan secara

umum.

4 | Nama dan ldentitas

skripsi

Andhika bahari wijaya “ penerapan akad ijarah
multijasa pada pembiayaan sertifikasi di BPR
syariah  kotabumi kantor cabang bandar

lampung” skripsi program studi perbankan

3% Ummi mahmudah “praktek pembiayaan akad multi guna terhadap biaya resepsi
pernikahan dalam akad ijarah (studi kasus di bank syariah mandiri kcp balaraja) skripsi
program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah universitas islam negri sultan

hasanuddin banten
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syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN).*’

Metode penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah
penelitian lapangan (field research) dengan sifat
penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data
penelitian ini menggunakan sumber data primer
dan sumber data sekunder dengan menggunakan
pengumpulan dara menggunakan metode

wawancara, dokumentasi, serta observasi.

Hasil penelitian

Penerapan ijarah multijasa pada PT. BPRS
Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
adalah untuk jasa pendidikan, kesehatan, dan
lain-lain. Pembiayaan ini diprioritaskan untuk
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) atau nasabah yang
mempunyai penghasilan tetap yang sebelumnya
Perusahaan atau lembaga tersebut telah bekerja
sama dengan pihak bank. Adapun penerapan
akad ijarah multijasa pada pembiayaan
sertifikasi di PT. BPRS Kotabumi Kantor
Cabang Bandar Lampung telah sesuai
sebagaimana teori yang ada. Namun dalam
periode tertentu PT. BPRS Kotabumi Kantor

Cabang Bandar Lampung melakukan survei

37 Andhika bahari wijaya “ penerapan akad ijarah multijasa pada pembiayaan
sertifikasi di BPR syariah kotabumi kantor cabang bandar lampung” skripsi program studi
perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
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kepada nasabah guna menjaga akad ijarah

multijasa yang telah terlaksana.®

Persamaan dan | Persamaan dengan penulis yaitu, menggunakan
perbedaan akad ijarah multijasa dan metode penelitian.
Perbedaan dengan penulis yaitu, terhadap
pembiayaan peneliti  sebelumnya dengan
pembiayaan  sertifikasi  dengan  penulis

pembiayaan pernikahan.

Nama dan Identitas | Nani haryani diah pangestu “penerapan akad
Skripsi ijarah multijasa pada pembiayaan pengurusan
haji di BPRS buana mitra perwira purbalingga”
skripsi studi manajemen perbankan syariah
fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut

Agama Islam (IAIN) Purwokerto.®

Metode Penelitian | Dengan menggunakan metode kualitatif , Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian lapangan (field research),
karena dalam penelitian ini penulis turun
langsung ke lapangan untuk melakukan uji
pengamatan secara langsung dan mengumpulkan
berbagai data serta informasi yang ditemukan di

lapangan.

Hasil penelitian setelah penulis teliti tentang Pembiayaan

Pengurusan Haji di BPRS Buana Mitra Perwira

38 Andhika bahari wijaya “ penerapan akad ijarah multijasa pada pembiayaan
sertifikasi di BPR syariah kotabumi kantor cabang bandar lampung” skripsi program studi
perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

39 Nani haryani diah pangestu “penerapan akad ijarah multijasa pada pembiayaan
pengurusan haji di BPRS buana mitra perwira purbalingga” skripsi studi manajemen
perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto



24

Purbalingga ini telah sesuai dengan fatwa DSN-
MUI di mana di dalam fatwa tersebut dijelaskan
bahwa jika suatu LKS mengadakan Pembiayaan
Pengurusan Haji dan memperoleh ujrah atas jasa
pengurusan tersebut maka menggunakan akad
ijarah multijasa, dan ini telah sesuai dengan
ketentuan dari fatwa DSN-MUI No0.44/DSN-
MUI/V1I1/2004 Tentang akad ijarah multijasa.
Dan sudah memetahi peraturan peraturan yang
telah ada.*

Persamaan

perbedaan

dan

Persamaan dengan penulis yaitu, terhadap akad
yang digunakan oleh penulis dan peneliti
menggunakan akad ijarah multijasa.

Sedangkan  perbedaannya vyaitu, konteks
pembiayaan terhadao akad ijarah multijasa.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi

atau penulisan untu mengatur tata cara penyusun dalam bentuk bab dan

sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu

masalah yang diteliti adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut:

%0 Nani haryani diah pangestu “penerapan akad ijarah multijasa pada pembiayaan
pengurusan haji di BPRS buana mitra perwira purbalingga” skripsi studi manajemen
perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam (IAIN)

Purwokerto
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PENDAHULUAN

Pada bab 1 berisi pengantar publikasi ini sebagai latar
belakang, yang merupakan pendahuluan dan uraian singkat
tentang masalah yang diteliti, masalah  (termasuk
mengidentifikasi masalah dari latar belakang yang ada,
kemudian merupakan batasan masalah dan terdiri dari
beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini
melalui rumusan masalah), tujuan penulisan artikel ilmiah ini,
beberapa kegunaan dari hasil penelitian ini, kerangka teori,
metode penelitian yang merupakan penjelasan dari metode

analisis penelitian ini dan sistematika penulisan.

LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pengertian ijarah, dasar hukum
ijjarah, rukun dan syarat ijarah, jenis-jenis ijarah dan
pembatalan dan berakhirnya akad ijarah, pengertian ijarah
multijasa, dasar hukum ijarah multijasa, rukun dan syarat
ijjarah multijasa, pembatalan dan berakhirnya akad ijarah
multijasa, dan hal-hal yang dilarang dalam pembiayaan akad
ijarah multijasa, pengertian pernikahan, rukun dan syarat
pernikahan, hal-hal yang dilarang dalam pernikahan,
pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, pengertian
pembiayaan pernikahan, hal-hal yang dilarang dalam
pembiayaan pernikahan, ketentuan fatwa DSN-MUI
No0.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah dan ketentuan
Fatwa DSN-MUI No0.44/DSN-MUI/VI11/2004 tentang akad
ijarah multijasa
METODE PENELITIAN



Bab ini menjelaskan atau menguraikan tentang metode
penelitian yaitu berupa jenis penelitian, pendekatan
penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data, teknik Analisa dan objek penelitian. yang
berisikan sejarah singkat KSPPS BMT AL-FATH IKMI,Visi
Misi KSPPS BMT AL-FATH IKMI, budaya kerja KSPPS
BMT AL-FATH IKMI lalu Jenis Produk dan layanan KSPPS
AL-FATH IKMI dan Pembiyaan di KSPPS BMT AL- FATH
IKMI.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini peneliti menjelaskan jawaban dari rumusan
masalah berdasarkan dari identifikasi dan Analisa temuan-
temuan dari data lapangan mengenai praktik akad ijarah
multijasa yang digunakan olen KSPPS BMT AL-FATH
IKMI dan kesesuaian praktik akad ijarah multijasa dalam
pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI
dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.44/DSN-MUI/VI11/2004
Tentang akad ljarah Multijasa

BABYV PENUTUP
Dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan dari
jawaban yang sudah disampaikan dalam rumusan masalah
serta saran terhadap hasil penelitian untuk para yang
membaca, sehingga saran dari hasil penelitian ini dapat
dikembangkan atau juga bisa bermanfaat dan menambah

wawasan serta ilmu pengetahuannya.



BAB V
PENUTUP
Dalam bab kelima ini penulis akan memberikan Kesimpulan berdarkan
Analisa yang telah diuraikan sebelumnya, selain itu penulis memberikan saran

berdasarkan uraian diatas, berikut kesimpulan dan saran yaitu:

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis,

maka dapat disimpulkan bahwa beberapa hal tentang tinjauan Fatwa

DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VI11/2004 terhadap akad ijarah multijasa

dalam pembiayaan pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI
Pamulang Tangerang Selatan sebagai berikut:
1. Praktik akad ijarah multijasa dalam pembiayaan pernikahan di KSPPS
BMT AL-FATH IKMI yaitu menggunakan akad ijarah dimana
nasabah memberitahukan kepada pihak BMT tempat barang yang
nasabah pilih, lalu pihak BMT akan melakukan transaksi kepada pihak
yang menyewakan barang. Disini pihak BMT tidak memberikan uang
tunai kepada nasabah.
2. Kesesuaian praktik akad ijarah multijasa dalam pembiayaan
pernikahan di KSPPS BMT AL-FATH IKMI Pamulang dengan Fatwa
DSN-MUI Nomor.44/DSN-MUI/VI111/2004 sudah sesuai dengan
Fatwa DSN No.44//DSN-MUI/V11/2004 dengan membuktikan bahwa:
a. Karena dalam pmbiayaan ijarah multjisa pihak KSPPS BMT
ALFATH IKMI Pamulang sudah menggunakan akad ijarah
dimana di dalam penerapannya pihak lembaga ini menyediakan
jasa yang digunakan oleh nasabah.

b. Serta ketentuan dalam akad ijarah sudah sesuai dengan aturan
Fatwa DSN-MUI No 112/DSN-MUI/1X/2017 yaitu dimana pihak
BMT menyediakan manfaat barang dan jasa kepada nasabah,
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dengan transaksinya akad ijarah dilakukan secara lisan setelah itu
akan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan BMT akan
mendapatkan imbalan ujrah atau fee atas penyediaan manfaat
barang dan jasa.

B. Saran

1.

Pihak BMT seharusnya lebih menyediakan barang yang yang telah
ditentukan oleh pihak BMT sendiri dalam pembiayaan pernikahan
supaya tidak ada transaksi dimana harus melibatkan pihak yang
menyewakan barang. Ataupun apabila pihal BMT tidak ingin
menyediakan barang sebaiknya BMT melakukan kerja sama kepada
pihak tenda dan pelaminan.

Kepada pihak Dewan Syariah Nasioanal (DSN) lebih sering
mengadakan sosialisasi kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
untuk menerapkan akad pembiayaan sesuai dengan aturan Fatwa DSN-
MUI.

Untuk nasabah yang mengambil pembiayan pernikahan, lebih baik
untuk menabung terlebih dahulu untuk pernikahan yang diinginkan
karena kehidupan setelah menikah jauh lebih besar.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian

lebih mendalam terkait dengan aspek hukum akad ijarah multijasa
khusunya dalam pembiayaan pernikahan, serta melakukan kajian
komparatif terhadap pembiayaan pernikahan berbasis akad ijarah

multijasa.
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